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ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumahtangga yang bahagia
dan kekal. Apabila dalam suatu rumahtangga telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran maka tidak memungkinkan dalam rumah tangga tersebut akan
tercapai kebahagiaan yang di inginkanya.

Di  Pengadilan Agama Batang banyak perkara perceraian . yang
masuk,terutama perkara perceraian yang di ajukan oleh pihaki stri. Tidak hanya
ceral gugat di kalangan umum saja yang banyak terjadi, namun dikalangan PNS
dalam laporan perkara khusus pelaksanaan PP Nomor45 Tahun 1990 di
Pengadilan. Agama Batang, juga banyak yang mengalami perceraian terutama
pada pihak istri.

Jumlah perceraian PNS di Pengadilan Agama Batang Pada tahun 2013-
2015 tercatat ada 73 kasus, dari 73 kasus tersebur cerai talak berjumlah 22 kasus
dan cerai gugat berjumlah 49 kasus.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah ingin menggambarka
nmengenai alasan-alasan cerai gugat di kalangan PNS dan menganalisis angka
ceral gugat PNS tahun 2013-2015 di PA batang yang semakin meningkat.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis normative dengan pendekatan deskriptif
analitik. Penelitian ini merupakan penelitian apangan (field research) dalam
mengumpulkan data melalui data sekunder Yaitu Putusan Hakim PA Batang
.Jmengenai cerai gugat di kalangan PNS Tahun 2013-2015.

Hasil penelitian menunjukan bahwa angka cerai gugat PNS selama tahun
2013-2015 didominasi oleh kalangan guru, alas an istri mengajukan cerai terhadap
suami pada kasus perceraian PNS di PA Batang adalah karena Suami tidak
bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Suami berselingkuh, Tidak adanya
keharmonisan dalam rumahtangga, Suami melakukan kekejaman fisik, Suami
tidak bias member kepuasanbatin, Suami cemburu tanpa alasan yang jelas.

Alasan istri tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan hukump

ositif dan hukum islam. Sehingga alasan tersebut bisa di jadikan istri untuk
mengajukan perceraian.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalin kebersamaan dalam rumah tangga tentu saja tidak lepas
dari perselisihan. Perselisihan dapat terjadi akiﬁat kesalahpahaman antara
satu sama lain. Kesalahan dalam menerjemahkan teguran, memberikan
penjelasan, mengungkapkan keinginan, menyebabkan munculnya egoisme
yang berlebihan dari masing-masing pihak. Jika ego telah muncul, maka
seseorang akan mempertahankan sikap dan pendapatnya tanpa mau
mendengar nasihat-nasihat orang lain, meski dalam hatinya membenarkan
nasihat-nasihat itu. Selanjutnya terjadilah pertengkaran.'

Pertengkaran yang berlarut-larut dapat menimbulkan perceraian,
oleh karena itu apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya
bisa di selesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun
baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih
sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi

sesungguhnya perbuatan itu di benci oleh Allah SWT.

! Amin syukur, Mempertautkan dua hati, (semarang : 2009) Him 2




Rasulullah bersabda:

plus 4o ) e i 1 0 sy O S8 0l 08
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Artinya : Dari ibnu Umar, Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “Perbuatan
halal yang sangat di benci Allah Azza Wajalla adalah talak”
(H.R. Abu Daud, Ibnu majah dan Hakim).?

Pertengkaran bisa menjadi faktor penyebab putusnya perkawinan
melalui perceraian, hal ini bisa menimpa siapa saja tidak terkecuali pada
seorang PNS. Kasus perceraian yang terjadi di kalangan PNS di
Pengadilan Agama Batang akhir-akhir ini menunjukan peningkatan yang
signifikan.

Bedasarkan data bulanan Laporan Perkara Khusus Pelaksanaan PP
Nomor 10 Tahun 1983 jo PP no.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang,
Pada Tahun 2013-2015 tercatat 73 kasus perceraian di Pengadilan Agama
Batang, yang menjadi penggugat ataupun tergugat berprofesi sebagai
Pegawai Negeri Sipil. Jumlah kasus perceraian tersebut merupakan angka
yang signifikan, dari 73 kasus tersebut angka yang yang paling tinggi
terjadi di tabun 2015 yaitu ada 27 kasus perceraian, lalu di tahun 2014 ada

24 kasus perceraian dan pada tahun 2013 ada 22 kasus perceraian

Pegawai Negeri Sipil E

? Hadits riwayat Abu daud “kitab Attalak”,”Bab karahiyah Attalak” No. 2078 hadis dari
ibnu Ummar.
* Data bulanan Laporan Perkara Khusus Pelaksanaan PP no.10 Tahun 1983 jo PP

Nomor.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di
Pengadilan Agama Batang.




Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang ditangani
dan diputus oleh Pengadilan Agama Batang selama Tahun 2013 - 2015
sebagian besar ialah kasus gugatan cerai dari pihak istri.

Dalam undang-undang antara cerai talak dengan cerai gugat sangat
berbeda. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian
yang dilaksanakan di Pengadilan Agama perlu diketahui lebih mendalam
terutama istri yang melakukan cerai gugat di pengadilan Agama Batang.
Dari 73 perkara khusus Perceraian pegawai Negeri sipil di pengadilan
Agama Batang yang mengalami cerai gugat berjumlah 49 khasus dan yang
mengalami cerai talak berjumlah 22 khasus.

Dari jumlah kasus perceraian di kalangan PNS ini memiliki
beberapa faktor penyebab di antaranya yakni karena terjadi perselisihan
dan pertengkaran, yang di sebabkan kurangnya komunikasi,
perselingkuhan, dan ketidak cocokan antara suami istri. Pertengkaran dan
perselisihan dalam kehidupan keluarga yang terus menerus bagi seorang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan sangat mengganggu tugas-tugas
kedinasanya. oleh karena itu perceraian adalah hal yang mungkin di
lakukan untuk mengatasi ketidak harm‘onisan tersebut.

Perceraian antara masyarakat biasa dengan kalangan vyang
memiliki profesi sebagai PNS memiliki perbedaan dalam prosedur
pengajuan cerai. Hal ini di sebabkan karena seorang PNS merupakan abdi

masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah dan harus menjadi




panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS
merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan.

Rumitnya pengabulan permohonan gugatan cerai di Kalangan PNS
mempunyai tujuan tersendiri, selain sebagai abdi masyarakat PNS juga di
harapkan sebagai teladan bagi masyarakat sehingga dalam berumah tangga
seorang PNS menjadi sosok ideal di tengah masyarakat, bahkan negara
memberikan dukungan bagi mereka para PNS yang memiliki dua anak
akan di biayai oleh negara.

Mengenai perceraian di kalangan PNS yang semakin tinggi dengan
data yang signifikan ini telah menggambarkan keadaan yang suram bagi
masyarakat. Bahwa keluarga ideal sebagaimana yang di harapkan
pemerintah manakala mereka tidak bisa menjaga keluarganya.
Sebagaimana yang penulis lakukaﬁ penelitian ingin meneliti tentang “

CERAI GUGAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi

Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015) “




B. Rumusan Masalah
Berdasrkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan
masalah sebagai berikut : -
1. Apa saja alasan-alasan cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil di
Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015 ?
2. Mengapa angka cerai gugat di kalangan PNS di Pegadilan Agama
Batang dari tahun 2013-2015 Tinggi ? |
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan perumusan yang telah dinyatakan sebelumnya maka
untuk mengarahkan suatu penelitian di perlukan adanya suatu tujuan dan
kegunaan dari suatu penelitian :
a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang di jadikan alasan cerai gugat di
kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang tahun
2013-2015.

2. Untuk mengetahui mengapa cerai gugat PNS Pegadilan Agama
Batang Tahun 2013-2015 itu tinggi.

b. Kegunaan penelitian
1. Secara praktis adalah untuk memberikan gambaran tentang faktor-

faktor dan alasan-alasan mengapa seorang Pegawai Negeri Sipil

melakukan cerai gugat.




2. Secara Teoritis adalah wuntuk menambah khasanah keilmuan
khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam mengenai Perceraian
Pegawai Negeri Sipil dan juga untuk memenuhi syarat mendapatkan

gelar sarjana di TAIN pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Dalam buku “Hukum perkawianan di indonesia (antara figih
Munakahat dan Undang-undang Prkawinan)” Karangan prof.DR.Amir
Syarifuddin dalam buku tersebut tertulis bahwa pembatalan ikatan
pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami
yang adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin di
damaikan.*

Zainudin Ali dalam bukunya “Hukum Perdata Islam di Indonesia”
menerangkan tentang keperdataan hukum islam yang ada di indonsia
dalam hal cerai gugat, di jelaskan beberapa faktor yang dapat di jadikan
alasan untuk mengajukan gugatan perceraian seperti di penjara 5 tahun,
mendapat cacat tubuh atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan
kewajibanya, terjadi persengketaan antara suami istri .

Sedangkan Menurut Dr.H.Ali Akhbar dalam buku “Merawat Cinta
Kasih” yang di kemukakan oleh florence Hollis. Di antara masalah yang

sering menjadi penyebab kehancuran dan kesulitan rumah tangga antara

lain :

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di indonesia antara Sfigih munakahat dan undang-
undang perkawinan (Jakarta : Kncana,2006) cet k II




1. Ketergantungan istri atau suami kepada orangtuanya, hingga ia tidak
berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya
tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru
tindakan orangtuanya yang pernah di alaminya.

2. Keluarga si istri atau suami yang terlalu banyak mencampuri urusan
anak yang sudah berumah tangga.

3. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan

4. Faktor-faktor sosial ekonomi’

Dalam penelitian mengenai cerai gugat penulis menemukan beberapa
kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai cerai gugat namun yang
penulis teliti ini mengenai cerai gugat di kalangan PNS, Untuk menghindari
hal yang tidak di inginkan dengan skripsi lain sepengetahuan Penulis belum
pemah ada yang membabas tentang tema cerai gugat di kalangan PNS di
Pengadilan Agama Batang,

Di kampus STAIN sendiri ada yang pernah membahas skripsi tentang
perceraian PNS tetapi membahas tentang “Pandangan imam syafi’i mengenai
Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perceraian bagi pegawai negri
sipil”, Yang melakukan penelitian tersbut adalah saudara Muamar kadafi pada
Tahun 2009 metode yang di gunakan dalam penelitianya adalah metode

kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah

5 Ali Akhbar, Merawat Cinta K. asih, (Pustaka Antara : Jakarta,1991) hlm 43




sumber data secara deskriptif untuk menganalisis data di gunakan melalui
pendekatan content analisis.®

Di fakultas IAIN sunan kalijaga yogyakarta pernah ada penelitian
tentang perceraian PNS skripsi tersebut berjudul “Studi kasus keputusan
pengadilan Agama Boyolali Tentang Alasan-alasan Perceraian di Kalangan
PNS” skripsi tersebut di tulis oleh saudara Ahmad rofieq tahun 2001 di
dalamnya membahas mengenai alasan-alasan perceraian dari beberapa jumlah
perceraian PNS yang terjadi di PA boyolai.’

Dari penelitian terdahulu di atas yang peneliti temukan ada kesamaan
dan perbedan, persamaan dari penelitian di atas yaitu membahas mengenai
perceraian PNS. Dan perbedaan tersebut terletak pada analisis yang di kaji.

kemudian “Cerai gugat akibat suami hiperseks menurut Hukum Islam
(studi putusan Pengadilan Agama Batang) skripsi tersebut di tulis oleh saudara
Mubarok pada tahun 2011 pendekatan yang di gunakan jenis penelitian
lapangan (field resers).®

kemudian “cerai gugat dengan alasan impoten (studi kasus di
Pengadilan Agama Batang)” skripsi tersebut di tulis oleh saudari Ulfa

Mubasyiroh jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan (field

reserch).

§ Muamar kadafi, Pandangan imam syafi’i mengenai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990
tentang izin perceraian bagi pegawai negri sipil (Pekalongan :STAIN Pekalongan,2009)

7 Ahmad rofieq, Studi kasus keputusan pengadilan Agama Boyolali Tentang Alasan-alasan
Perceraian di Kalangan PNS (Yogyakarta : IAIN Sunan kalijaga, 2001)

¥ Mubarok, Cerai gugat akibat suami hiperseks menurut Hukum Islam (studi putusan
Pengadilan Agama Batang), (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2011).




Dari beberapa penelitian terdahulu di atas yang peneliti temukan ada
kesamaan dan perbedan, persamaan dari penelitian di atas yaitu membahas
mengenai cerai gugat di pengadilan agama batang dan perbedaan tersebut
bahwa sekripsi di atas tidak membahas mengenai perceraian PNS namun
perceraian di kalangan umum.

Penelitian mengenai cerai gugat di kalangan PNS di pengadilan agama
batang ini perlu di teliti karena agar tidak hanya alasan cerai gugat di kalangan
umum saja yang bisa di ketahui namun di kalangan PNS harus juga di ketahui,
karena bagaimanapun juga PNS adalah abdi masyarakat yang seharusnya
memberi contoh dengan baik terutama dalam menjaga keutuhan rumah
tangganya.

Dengan demikian dari penelitian yang terdahulu ternyata penelitian
tentang cerai gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil di PA Batang ini tidak
ada atau belum pernah ada yang meneliti.

E. Kerangka teoritik
Terkait dengan pembahasan skripsi mengenai cerai gugat di
kalangan PNS maka penulis akan mengaitkan perundang-undangan
perkawinan dengan perundang-undangan Pegawai Negri Sipil.

Dari penjelasan mengenai pengertian dan alasan-alasan cerai gugat
menurut hukum islam dan perundang undangan di atas maka dapat di buat
sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:

Dalam Setiap rumah tangga yang dibentuk oleh pasangan suami

isteri, sedikit atau banyak mengalami problem keluarga, karena itu
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keharmonisan dalam keluarga harus diciptakan, akan tetapi permasalahan
yang dapat membawa kecelakaan rumah tangga. Salah satu pihak tertindas
akan hak-haknya terutama isteri, guna mempertahankan haknya maka
isteri bisa menggugat suami. W

Selain talak yang menjadi wewenang laki-laki (suami) dalam
khazanah islam juga di kenal istilah khuluk yang memberikan hak bagi
perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang tidak dia
senangi. khuluk yang di lakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat
yaitu : (a) persetyjuan dari dua belah pihak (suami dan istri) dan (b)
dengan mengembalikan mahar pada suami. Pada prinsipnya secara Hukum
seorang suami bisa menceraiakan istrinya melalui pernyataan sederhana
“saya menceraikan kamu” sebaliknya, Tstri juga bisa mengakhiri
perkawinan melalui Khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh
melalui putusan pengadilan.’

Mengenai cerai gugat islam berbicara bahwa Permintaan gugat
ceral seorang istri kepada suami memang dapat di lakukan dengan
membayarkan tebusan tertentu. dalam agama islam hal seperti itu disebut
khuluk. Khulu memang di perbolehkan oleh syariat islam jika hal itu di
lakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, jadi tentu kerelaan istri tidak
akan muncul jika si suami mengajukan nilai khulu yang demikian besar
dengan maksud untuk menyulitkan istrinya. Jika keharmonisan sudah

tidak dapat di temukan lagi dalam kehidupan sepasang suami istri di

° Dr.Ahmad Tholabi Kharli, Hukum Keluarga Indonsia, (Sinar Grafika : Jakarta,2013) hlm
229-230
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sebabkan perbuatan suami, maka di haramkan bagi istri untuk membayar

sejumlah tebusan guna memutuskan hubungan dengan suaminya.
Dalam alqur’an surat Q.s Al-Baqarah: 229 telah di jelaskan mengenai

ayat khulu :
Dh Al 350 Gt T B OF W) 3 5 AT e 1yl B OF 380 Jl
By U b Al 350 el a i e Ggle 7 S 4l 550 G 3T Lk
O st b ol alh 3505 Tag
Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah
kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim (QS Al-
Baqarah :229) » 1/

Hukum islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki
perceraian dengan mengajuka khuluk sebagaimana hukum islam memberi
jalan kepada suami untuk mencraikan istrinya dengan jalan talak.
Pengertian tersebut berdasarkan hadist yang di riwayatkan oleh ibnu abbas
r.a Adapun dalil haditsnya adalah sebuah hadits sahih yang mengisahkan
tentang istri Tsabit bin Qais bin Syammas bernama Jamilah binti Ubay bin
Salil yang datang pada Rasulullah dan meminta cerai karena tidak

mencintai suaminya. Rasulullah lalu menceraikan dia dengan suaminya

setelah sang istri mengembalikan mahar."'

' Depag R1, Al-qur’an dan terjemahan, hlm 34

" Hadits riwayat Bukhari no. 4973; riwayat Baihagi dalam Sunan al-Kubro no. 15237:
Abu Naim dalam Al-Mustakhroj no. 5275;
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Adapun hadisnya sebagai brikut :

s 3 ks B0 oo B0 gy IV o T B o B o) s
(.as:c,J\ss'izla;,\;-g.cw;f{;rww:mw.&wmgmfm
Akl 4l 48 -1 J31 sy acde ) o ) gy JUBB

Artinya : “Istri tsabiq bin Qais bin syammas datang kepada
rasulullah SAW sambil berkata : Hai rasulullah SAW saya tidak
mencela ahlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari
ajaran islam. Jawab rasulullah SAW : Maukah kamu
mengembalikan kebunya (Tsabit suaminya) ? jawabnya

“Mau”Maka Rasulullah bersabda : terimalah tsabit kebun itu dan
thalaklah ia satu kali.

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai
gugat dengan thalaq dan cerai dengan fasakh. Mercka berkata semua
perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang
dari perempuan, maka perceraianya di namakan thalag, dan semua
perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh'?.

Di dalam undang-undang prkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat
(1) bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan ayat (2) untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri. Dengan demikian bagaimana alasan-alasan yang

mendasar yang di pakai oleh PNS dalam mengajukan perkara cerai gugat

12

H.S.A. BHamdani, Risalah Nikah (Huukum Prkawinan Islam) ,(Pustaka Amani :
Jakarta,2011) him 271
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di pengadilan sehingga terjadi perceraian di kalangan PNS dan bagaimana

putusan pengadilan ?

Sebagaimana ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9

tahun 1975, perceraian boleh terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

a.

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi

dan sebagainya yang sukar untuk di sembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuanya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami atau istri.
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada hafapan hidup rukun lagi dalam rumah

temgga.13

Dalam intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam pasal 116 di sebutkan bahwa perceraian bisa tetjadi karena

alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf

a sampai dengan huruf f di atas di tambah dengan huruf g “suami

" Teguh Prastowo “Undang-undang No.l tahun 1974 Perkawinan” (Yogyakarta : new
Merah Putuh, 2012), hlm 40
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melanggar taklik talak dan huruf h peralihan agama atau murtad yang
menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Mengenai
perkawinan dan perceraian di kalangan PNS sudah terdapat perundang-
undangan yang mengatur tersendiri, di dalam perundang-undangan
tersebut ada keterkaitanya dengan perundang-undangan perkawinan yaitu
terdapat - dalam Surat Edaran (SE) Nomor 8/SE/1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Romawi IIT Nomor
2 menjelaskan alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan pembuktianya.

Dengan demikian peraturan perceraian PNS Berbeda dengan
masyarakat umum yang tidak terikat dengan peraturan —peraturan prosedur
yang harus di tempuh sebagaimana pegawai negeri sipil yang terikat dalam
peraturan perundangan di atas, juga peraturan disiplin yang mengaturnya
serta Surat Edaran BKN sebagai konsekuensi apabila terjadi perkara
perceraian dan perkawinan PNS. Masyarakat umum bisa langsung

berperkara ke pengadilan agama tanpa harus ada pihak yang memberi

lisensi berperkara,

F. Metode penelitian

1.Pendekatan penelitian
Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan
deskriptif analitik yaitu peneliti meneliti tentang beberapa putusan di

Pengadilan Agama Batang tentang cerai gngat di kalangan PNS. Tujuanya
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untuk memberikan gambaran tentang realitas yang terjadi mengenai cerai
gugat di kalangan PNS di pengadilan agama batang tahun 2013-2015.

Kemudian beberapa putusan yang telah di kumpulkan oleh peneliti
ini di teliti secara obyektif untuk memberikan pemaparan atas subyek dan
objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang di lakukanya.'*
2.Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.
Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada
studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang
digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum
yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang
hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan
dalam prakteknya.

Menurut peter Mahmud marzuki menjeskan penelitian hukum
normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip
hukum,maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan
hukum yang di hadapi. Kemudian menurut soetjono soekanto dan sti
mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah
penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data
sekunder).

Dari keterangan tersebut di atas dapat di simpulkan oleh peneliti

bahwa penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini merupakan

' Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris,hlm. 183
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penelitian yang di lakukan melalui bahan kepustakaan (putusan pengadilan
dan data laporan perkara khusus pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990
tentan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang di
peroleh dari Pengadilan Agama Batang ).

Dari data sekunder tersebut akan di temukan suatu aturan hukum
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab
permasalahan hukum yang di hadapi, aturan hukum prinsip
hukum,maupun doktrin-doktrin hukum yang di maksud ini adalah sebagai
sebuah bangunan sistem norma. Sisfem norma yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah mengenai putusan pengadilan dan segala bentuk
dokumen yang di buat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Karena dalam penelitian hukum normatif menepatkan sistem
norma sebagai objek kajianya, Secara deduktif peneliti akan memulai
analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur terhadap permasalahan yang ada di dalam isi putusan tersebut,
3.Sumber data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
yaitu :

Data sekunder, yaitu data yang di kumpulkan dalam penelitian

kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-
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bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu berupa peneiaahan dan
catatan-catatan penunjang lainya'”.

Karena penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan,
maka dalam hal ini putusan tersebut merupakan data sekunder, di mana
data tersebut merupakan data yang di peroleh dari suatu sumber yang
dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer (peraturan
perundang-undangan), bahan hukum sekunder (kamus hukum,
eksiklopadia). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan
mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data
sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

Data sekunder yang di gunakan oleh peneliti diantaranya yaitu :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
1. Undang-Undang perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, yang meliputi :
1. Putusan pengadilan agama yang terkait dengan cerai gugat di
kalangan PNS.
2. Hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

misalnya kamus hukum, agar diperoleh informasi yang terbaru dan

Y Peter mahmud marzuki, Penelitiah Hukum.( Jjakarta : kencana prenada media group,
2011). Hlm 141-143
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berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di
cari dan diperoleh harus relevan.
4 Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan dalam
mencari data, penyusun menggunakan bahan yang ada di Pengadilan
Agama Batang seperti :

a. Dokumentasi
Dokumen adalah salah suatu teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data ini
berasal dari dokumentasi laporan perkara khusus dan salinan putusan
perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang
dari tahun 2013-2015.
5.Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah di
peroleh di analisa sehingga menghasilkan kesi rhpu]an.

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul
kemudian diolah oleh peneliti. Dalam analisis data ini penulis
menggunakan analisis data deskriptif analitik yaitu peneliti dalam
menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan
atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

dilakukan.'® Yakni dengan mendeskripsikan berbagai fenomena seperti

'S Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

op.cit.,hlm. 183
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faktor-faktor dan alasan-alasan yang mempengaruhi cerai gugat di
kalangan pegawai negeri sipil.

Terkait dengan penelitian ini adalah meneliti tentang putusan yang
sifatnya kualitatif maka peneliti mengaitkan penelitian ini dengan
penelitian menutrut Miles dan Huberman '’ mereka mengungkapkan
bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan yaitu
reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam,
memilih memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu data
cara dimana kesimpulan akhir dapat di gambarkan dan di verifikasikan.
Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting
kemudian dicari tema dan polanya.

Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan
mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan
mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga
mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.
Intinya bahwa dalam penelitian yang penulis teliti mengenai putusan
pengadilan agama batang ini peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok
yang penting kemudian dicari tema dan polanya dalam isi putusan
tersebut hal pokok yang penting adalah mengenai isi permasalahan atau

dalil istri yang ada pada gugatan atau dalam putusan pengadilan tersebut.

v Prof.Dr.mzit, M.Pd,”Metodologi penelitian kualitatif analisis data”, (Jakarta: PT Raja
Grafindo,2014)hlm 129-133
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2. Model Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah
menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan
vang bersifat deskriptif. Dalam hal ini peneliti membuat tabel data
mengenai gambaran tentang fenomena cerai gugat di kalangan PNS di
Pengadilan Agama Batang Putusan Hakim Tahun 2013-2015 yang akan di
jelaskan pada bab IV

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah
semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat
dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari
penelitian ini. Setelah beberapa data di olah kemudian penulis menarik
kesimpulan dari data yang di peroleh data yang di peroleh tersebut adalah
putusan pengadilan agama, laporan khusus perceraian pengadilan agama

dan hasil wawancara hakim pengadilan agama batang.

. Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN
Meliputi: Latar belakang, Rumusan masalah, Definisi kontekstual, Tujuan
dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL. Meliputi pengertian cerai gugat menurut




perundang-undangan dan hukum islam, Kedudukan peraturan perundangan
tentang Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangan tentang perceraian
Pegawai Negeri Sipil, proses cerai gugat Pegawai Negeri Sipil.
BAB Il : PEMBAHASAN tentang gambaran factor-faktor cerai
gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang.
BAB IV : Hasil analisis pembahasan permasalahan yang ada yaitu
mengenai factor-faktor cerai gugat di kalangan pegawai negeri sipil di
pengadilan agama batang tahun 2013-2015.

BAB V : PENUTUP yang meliputi Kesimpulan dan saran-saran.




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil penelitian mengenai cerai gugat di kalangan PNS

yang terjadi di Pengadilan Agama Batang. Bedasarkan data yang di peroleh
dari hasil penelitian. Pada akhirnya mengantarkan penulis pada kesimpulan :
1. Berdasarkan data Laporan Perkara Khusus Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil di Pengadilan Agama Batang Tahun 2013-2015 Kasus
perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang ditangani dan diputus
oleh Pengadilan Agama Batang sebagian besar ialah kasus gugatan' cerai
dari pihak istri.
Faktor penyebab terjadinya cerai gugat PNS berdasarkan analisis
putusan hakim di Pengadilan Agama Batang pada Tahun 2013-2015.
Dari data kasus cerai gugat di kalangan PNS yang berjumlah 49, dari
Pengadilan Agama Batang hanya memberikan 20 sampel putusan. Dari
putusan tersebut dapat di ketahui bahwa faktor terjadinya cerai gugat
yang banyak di alami oleh kalangan PNS yaitu di karenakan Suami tidak
bertanggung jawab sebagai kepala keluarga di temukan 7 putusan,
kemudian faktor yang terjadi karena Suami berselingkuh dengan
perempuan lain di temukan 5 putusan, tidak adanya keharmonisan dalam
rumah tangga di sebabkan karena perselisihan terus menerus dan tidak

&7
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dapat lagi di damaikan yang di temukan penulis berjumlah 4 putusan,

faktor yang terjadi karena Suami melakukan kekejaman fisik di temukan

3 putusan. dan Suami tidak bisa memberi kepuasan batin di temukan 1

putusan.

Setelah faktor-faktor tersebut di analisis menggunakan hukum
islam dan hukum positif, di peroleh hasil bahwa faktor-faktor yang ada
dalam isi putusan tersebut telah sesui dengan aturan perundang-undangan
perkawinan di Indonesia. Sehingga alasan tersebut bisa di jadikan alasan
penggugat (istri) untuk mengajukan perceraian.

2. Bahwa tingginya cerai gugat di kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan
Agama Batang selama tahun 2013-2015 yang telah di analisa oleh
peneliti yaitu :

a. Bahwa tingginya cerai gugat di kalangan PNS di dominasi oleh
kalangan guru, hal ini terungkap dalam data laporan khusus di
Pengadilan Agama Batang di ketahui yang berprofesi sebagai guru
menggugat cerai suami yaitu ada 16 orang. Dan di ketahui adal0
orang PNS yang mengajukan cerai gugat namun di dalam laporan
khusus tidak di catat tempat kerjanya, berikutnya di ketahui ada 8
orang non PNS menggugat Suaminya yang berprofesi sebagai PNS.
Kemudian di temukan ada dari kalangan PNS pemkab batang yaitu
ada 6 orang dan PNS Bidan yaitu sebanyak 6 orang, dari kangan polri

ditemukan ada 2 orang dan dari kalangan BUMD ditemukan ada 1

orang.
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Guru yang seharusnya menjadi panutan oleh peserta didiknya

justru banyak vyang bercerai, pada kenyataanya pada tahun
sebelumnya sebelum kesejahteraan guru terpenuhi di Pengadilan
Agama Batang tidak begitu banyak perceraian. Namun sekarang saat
kesejahteraan guru terpenuhi dengan adanya tunjangan sertifikasi di
pengadilan Agama Batang dari -tahun 2013-2015 angkanya cukup
tinggi, banyak terjadi cerai gugat yang di dominasi oleh PNS
kususnya di kalangan pendidik atau guru.
. Selain kejadian diatas yang mempengaruhi tingginya cerai gugat di
kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan Agama Batang tahun 2013-
2015, ada hal lain yang harus di kethui yang menyebabkan tingginya
angka cerai gugat di kalangan PNS di Pengadilan Agama Batang
selama tahun 2013-2015.

Dari 20 sampel putusan hakim Pengadilan Agama Batang,yang
di ketahui oleh peneliti ternyata banyak hakim yang memutus perkara
cerai gugat di kalangan PNS dengan verstek yaitu hakim telah
memutus gugatan istri dengan ketidak hadiran suami dalam
persidangan.

Dengan ketidak hadiran suami dalam persidangan akan
memudahkan hakim dalam mengabulkan gugatan istri tanpa menunda
nunda waktu dalam persidangan, hal ini juga bisa mempengaruhi
tingginya angka cerai gugat di kalangan PNS yang terjadi di

Pengadilan Agama Batang selama ini.
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B. Saran
1. Untuk meningkatkan efesiensi pengadilan agama dalam menerima

beberapa khasus khususnya pada khasus perceraian bagi PNS sebaiknya di
berikan pemahaman-pemahaman seperti bimbingan konseling terhadap
PNS yang hendak menikah ataupun bercerai.

2. Pegawai negeri sipil PNS adalah contoh tauladan yang baik untuk
masyarakat, abdi Negara yang berperan membangun kemajuan bangsa dan
Negara. Sehingga tidak baik jika seorang PNS melakukan kawin cerai
dengan mudah begitu saja. Jika ada masalah rumah tangga maka harusah
terlebih dahulu meminta bantuan keluarga atau mediator untuk membantu

menyelesaikan masalah tersebut.
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